Mengingat :

SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

STUDI KELAYAKAN RENCANA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN

PROVINSI PAPUA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

bahwa pembangunan semua jenis bangunan
gedung harus mempertimbangkan kondisi geologis
dan topografis yang aman bagi bangunan gedung
di dalam tanah berdasarkan studi kelayakan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (2)
huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung;

bahwa Pembangunan kawasan pusat
pemerintahan Provinsi Papua Selatan merupakan
faktor penunjang dalam pemberian pelayanan oleh
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat secara

cepat, tepat, cermat, dan akuntabel;

bahwa regulasi tentang studi kelayakan rencana
percepatan pembangunan kawasan pusat
pemerintahan Provinsi Papua Selatan merupakan
alas hukum penunjang dalam melaksanakan
segala kegiatan dalam proses pembangunan pusat

pemerintahan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Studi Kelayakan Rencana Percepatan



Mengingat :

1.

Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan

Provinsi Papua Selatan,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6697);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Selatan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6803);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014
tentang Pembinaan Penyelengaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5615);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628).

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan
Pclaksanaan Kcbijakan Otonomi Khusus Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021
tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan,
dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);



Menetapkan :

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

STUDI KELAYAKAN RENCANA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI PAPUA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud

dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara
urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.

5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan.

6. Studi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan
oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Papua dalam rangka pembangunan

kawasan pusat pemerintahan Daerah.

BAB II
STUDI KELAYAKAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka Pembangunan kawasan pusat
pemerintahan, Pemerintah Daerah
melaksanakan studi kelayakan yang bertujuan:
a. untuk menilai kelayakan pembanguan;

b. memitigasi potensi bencana; dan

c. meminimalisasi kerugian investasi
Pemerintah Daerah dalam melakukan
pembangunan;

(2) Studi kclayakan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan



pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 18 November 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD
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Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 18 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD
MADDAREMMENG,
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 40
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